Teknokrasi Politik by Masdar, Hilmy
Teknokrasi Politik 
Thursday, 05 February 2009 09:16 Masdar Hilmy, Kompas, Kamis, 5 Februari 2009 
Struktur kelembagaan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari skema penyelesaian berbagai 
persoalan bangsa, bukan justru menambah masalah. 
Pesan moral ini seharusnya ditangkap oleh mereka yang (kembali) ”mengadu nasib” di atas 
panggung politik-kekuasaan seiring dengan riuh-rendahnya pencalonan politisi menjelang Pemilu 
2009. Sayang spanduk, baliho, dan iklan politik yang bertebaran di mana-mana tidak menunjukkan 
apa-apa tentang kapasitas dan komitmen calon politisi, kecuali politik pencitraan. 
Selain itu, grafik kinerja lembaga legislatif amat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rendahnya 
tingkat produktivitas dan partisipasi anggota Dewan dalam serangkaian aktivitas legislasi. Terbukti, 
dari 550 anggota Dewan, hanya 116 yang aktif dalam lima kali rapat paripurna (Kompas, 10/1/2009). 
Pertanyaannya, ke mana anggota Dewan yang lain? Apa saja kerja mereka? 
Politik petualang 
Dengan demikian, rasanya sulit menampik kenyataan, struktur kelembagaan negara dijejali para 
medioker pejabat-politisi bermental petualang (political entrepreneurs) yang hanya berpikir tiga hal: 
keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Jauh dari mentalitas seorang teknokrat, pejabat-politisi 
dengan mentalitas semacam ini niscaya tidak punya skema yang rinci, terstruktur, dan terukur 
tentang, misalnya, bagaimana masalah kelangkaan pupuk, banjir, kemacetan lalu lintas, serta 
distribusi BBM bisa diurai dan diatasi. 
Bagi pejabat-politisi bermental petualang, mobilitas vertikal jauh lebih menarik ketimbang isu-isu 
wong cilik seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan semacamnya. Isu-isu itu bukan 
diselesaikan, tetapi justru dikelola menjadi komoditas politik yang bernilai jual tinggi. Logikanya, jika 
setiap orang sudah makmur dan sejahtera, jualan apa lagi yang bisa ditawarkan? Alih-alih, 
kemiskinan adalah semacam ”kotak Pandora” yang jika dibuka (baca: dihapus) akan mengancam 
comfort zone mereka. Menutup ”kotak Pandora” adalah cara eksistensial para pejabat-politisi 
bermental petualang untuk ”ada” (the way to exist). 
Oleh karena itu, berharap kemiskinan terhapus dari bumi Pertiwi ibarat berharap Matahari terbit dari 
timur. Isu-isu deprivasi dan kemalangan sosial adalah ”bantalan” di atas mana sebagian orang bisa 
bermobilisasi secara vertikal menuju puncak piramida kekuasaan dengan ”tumbal” wong cilik. 
Sejujurnya, politisi bermental petualang tidak akan rela jika tiap orang sejahtera. Tangan-tangan 
kotor politik- kekuasaan masih ingin menggadaikan kesejahteraan warga, kecuali jika ditebus 
dengan biaya ekonomi-politik tidak murah. 
Dalam kondisi semacam itu, paradigma politik teknokratik mendesak digemakan kembali. Berbagai 
persoalan yang melilit bangsa tidak akan selesai dengan mengandalkan politik pencitraan, lobi-lobi 
politik, atau kapital- finansial, sebuah modalitas yang selama ini menjadi ”menu andalan” pejabat-
politisi petualang untuk meraih kekuasaan. 
Jika soft skills semacam ini tetap diandalkan, jangan harap berbagai persoalan bangsa akan selesai. 
Dalam konteks inilah, sinyalemen bakal membeludaknya gelombang golput pada Pemilu 2009 
menjadi beralasan. 
Rezim meritokrasi 
Sebenarnya, emosi masyarakat tidak akan tersulut jika para pejabat-politisi publik tidak mudah 
menuntut kenaikan gaji dan atau fasilitas negara. Memang sudah seharusnya para pejabat-politisi 
digaji tinggi untuk kerja yang tidak ringan. Namun, para pejabat-politisi itu seyogianya menunjukkan 
kinerjanya melalui program-program sosial-ekonomi yang nyata untuk menyejahterakan setiap 
warga negara. 
Muara yang hendak dicapai dari sistem politik teknokrasi adalah sebuah rezim meritokrasi, di mana 
produktivitas kinerja setiap individu atau lembaga menjadi tolok ukur keberhasilan program yang 
ditetapkan. Dalam rezim semacam ini, ada proses jual-beli nyata antara pejabat-politisi sebagai 
penyedia kemampuan dan keterampilan know- how di satu sisi dan masyarakat sebagai pembeli 
atau pengguna di sisi lain. Sistem politik meritokrasi mengandaikan proses penjaminan mutu 
layanan di segala bidang dan fasilitas publik oleh negara kepada setiap warganya. 
Dalam konteks ini, tidak ada lagi istilah jabatan/departemen basah maupun kering, sebuah kosakata 
klasik untuk menggambarkan perebutan sumber ekonomi-politik di institusi pemerintahan. Juga tidak 
ada lagi dikotomi pejabat karier versus pejabat politik. Seorang pejabat— terlepas dari latar 
belakang politik-ideologinya—harus mengedepankan kompetensi ketimbang kalkulasi untung-rugi. 
Di sejumlah negara maju, struktur kelembagaan negara berfungsi sebagai jejaring penyedia 
(networking provider) layanan publik yang prima kepada setiap warga negara di segala lini 
kehidupan. Jika struktur kelembagaan itu terbukti mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagai penjamin kenyamanan, rakyat bisa mengambil tindakan tegas. Konsekuensinya, seorang 
warga bisa menuntut ganti rugi kepada negara jika hak-hak mereka tercederai, seperti kecelakaan 
akibat kegagalan negara menyediakan infrastruktur publik yang aman dan nyaman. 
Lain ceritanya jika isu kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi dua sisi dari satu mata uang 
politik-kekuasaan. Nalar politik terlalu dominan dalam setiap upaya mereduksi kemiskinan dan 
pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, program pendidikan dan kesehatan gratis, mengurai 
kemacetan, banjir dan bencana alam, dan lain-lain. 
Akibatnya, muncullah fenomena komodifikasi dan politisasi kemiskinan, dagang sapi posisi dan 
jabatan, jual-beli perkara, dan semacamnya. Teknokrasi politik adalah kata kunci untuk menceraikan 
nalar politik dari berbagai persoalan dimaksud. 
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